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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN 2011

BUPATI BEKASI,

a, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69

2

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentf
Pemnungutan Pajak Daerah dan Betribusi Daerah dan Ketentuan Pasal 68
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah, kepada instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah perlu diberikan
insentif agar pelaksana pemungut pajak daerah dapat bekerja dengan optimal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati teptang  Insentif Pemungutan Pajak Dacrah

Tahun 2071,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah
kabupsten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1050 tentang
Pembentukan Daerah-Dagrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonssia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharasn Negata
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomeor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penectapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tabhun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemeriniahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4548}

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor |30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 504%);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kevangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembernian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2008 Nomor 6):

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2009 Nomoer 7},

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tabun 2011  (Lembaran Dacrah
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 6}

. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan

Umum Perpajakan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010
MNomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah {Lembaran Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 1)

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme
Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi (Berita Dacrah Kabupaten Bekasi Nomor 14 B



MEMUTUSKAN :

Meneapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG [INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

DAERAH TAHUN 2011

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;

Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dan
Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi |

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Bekasi dan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi;
Kantor adalah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi;

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi;

Assisten adalah Assisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bekasi;

Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi;

. Tim, adalah Tim yang anggotanya terdiri dari petugas pemungut pajak dan pihak lain vang

bertugas membantu dalam kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;

. Ekstensifikasi, adalah Kegistan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajb pajak

terdaftar,
Intensifikasi. adalah Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta
subjek pajak yang telah tercatal atau werdafiar;

Pajak Daerah, vang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperiuan Daerah bagi
schesar-besamyva kemakmuran rakyat;

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal dari penghimpunan data obyek dan subyek
pajak, penctapan besarmnya pajak terutang sampai kegiatan penagiban pajak kepada wajib pajak
serta pengawasan penyetorannya;

Insentif Pemungutan adalah Insentif yang dibenkan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak
dacrah dan pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah sebagai pengharpaan atas
pencapaian kinerja pemungutan pajak daerah;

Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggungjawab
adalah pejabal vang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bupati dan
Wakil Bupati;

Koordinaior Pengelolaan Keuanpan Daerah, adalah pejabat yang bertindak selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sekretaris Dacrah;
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Instansi pemungut pajak vang selanjutnya disebut instansi pelaksana pemungutan, adalah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;

Pihak lain yang membantu pemungutan pajak adalah Assisten Administrasi Umum Setda
Kabupaten Bekasi, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi, Dinas Bina Marga dan
Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi dan Kantor Pertanahan Nasional kabupaten

Bekasi.

BAB 11

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2
Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.
Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada -

a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dasrah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan
daerah;

b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

c. Pejabat dan Pepawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dengan tanggung jawab
masing-masing;

d. Assisten Administrasi Umum sebagai Anggota Tim Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak
Dacrah selaku pihak lain yvang membantu pemungutan Pajak Daerah;

e. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota Tim Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah
selaku pihak lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah;

f Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi sebagai pihak lain
yang membantu pemungutan Pajak Air Tanah.

Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi sebagai pihak lain yang membantu
7 pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB}.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah diberikan Insentif
pemungutan Pajak Daerah.

Insentif pemungutan Pajak Dacrah schbagaimana dimaksud pada ayat (1) dit:taphan sehesar
3 % (lima persen).

Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitong
berdasarkan tahapan penerimaan tiap jenis pajak vang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten
Bekasi.

Besaran insentif untuk pthak lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah adalah :

a. Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10 % (sepulub persen) dari besaran insentif yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) untuk jenis Pajak Air Tanah.




{5} Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan {BPHTB) ditetapkan sebesar T % (tujuh persen)
dari besaran insentif vang ditetaplan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2} untuk jems
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

{1) Pemberian Insentif

a. kinerja instansi;
b, semangat kerja bagi pejabat atan pegawai instansi;
¢. pendapatan daerah; dan

d. pelayanan kepada masyarakat,

Pasal 4

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan -

(2} Pemberian insentif didasarkan atas kinefja pemungutan Pajak Daerah berdasarkan pencapalan
target penenmaan Pajak Daerah per Triwulan,

(3) Target Penerimaan Pajak Daerah setiap jenis pajak per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam

avat (2} ditetapkan sebagai berikut :

TARGET TARGET 5/ TARGETS/D | TARGETS/D
NO JENIS PAIAK TRIWULANT | TRIWULAN Il | TRIWULAN Il | TRIWULAN IV
% % % : %
1 2 3 4 5 [
1 | Pajak Hotel 1E.82 4258 73.70 100
2 | Pajak Restoran 265.44 54,12 Bd.24 100
3 | Pajak Hiburan 19.09 37.96 56,48 100
4 | Pajak Reklame 8.73 75 4727 oo
5 | Pajak Penerangan falan I
10.97 34.19 58.29 100
& | Pajak MWineral Bukan Logam 100
o Bathiih 2312 3513 6245
7 | Pajak Parkir 23.19 47.48 7184 100
B | Pajak Sarang Burungwalet 16.00 2245 5508 100
g | Fajak &ir Tanak 20 &0 100
10 | Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan 30 55 8 100




BAB III
PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Penganggaran Insentif Pemungutan

Paszal 5

{1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran insentf
pemungutan pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2} Penganggaran [nsemtif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Angggran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pembayaran Insentif Pemungutan
Pasal 6

{1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibavarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan
berikutnya, apabila telah mencapai target kinerja Triwulan.

(2) Apabila target kinerja Triwulan tidak tercapai, insentil’ pemungutan untuk Triwulan tersebuot
dibayarkan pada awal Trwulan berikutnya, setelah mencapai target kinerja Triwulan yang
ditentukan.

{3} Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan
insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

{4) Apabila target penerimaan Pajak pada akhir tabun anggaran telah tercapai atau terlampaui,
pemberian insentit * dilakukan pada tahun anggeran berikutnya yang pelaksanannya sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

{3) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan 1V realisasi kurane dari 100 7 Tﬂﬂ[?i Ielah

mencapal atsu melebihi target triwulan 111, maka insentif diberikan untuk triwulan 11 dan
triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan,

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan
Pasal 7

Pertanggungjawaban Femberian Insentif pemungutan Pajok Daerah dilaksanskan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaky dalam pengelelaan keuangan daerah.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2011 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2011 yvang
dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} Kabupaten Bekasi Tahun
Anggaran 2011 berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupat ini.

BAB Y
KETENTUAN PENUTUP

Pasal @

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupan i dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi,

ditetapkandi  : Cikarang Pusat
padatanggal : 17 Pebruart 2011




